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MUHAMMAD RIFAD SYARIF PUTRA, Nomor Pokok E121 09 101 
, Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Politik Pemerintahan,Fakultas 
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,menyusun skripsi 
dengan judul :  
“ ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN 
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN 
DAERAH DI KABUPATEN PINRANG “ di Bawah Bimbingan Dr.H.A.Gau 
Kadir,MA dan Dra.Hj.Nurlinah,M.Si  
Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan 
polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di 
Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor-
faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban 
dan ketentraman di Kabupaten Pinrang. Tipe penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan 
data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang 
diteliti,  wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung 
dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta 
ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa 
secara kualitatif. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daeraha tidak lepas dari 
bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang 
dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak 
perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja 
yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
Yang menjadi objek penegakan Perda di Kabupaten Pinrang Peraturan 
Daerah No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban 
peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di 
Kabupaten Pinrang. Alur mekanisme penyelesaian yang dilakukan dengan 
cara Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penagkapan, Penyitaan, 
dan Penyelesaian. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 
dalam penegakan ketentraman dan keteriban di Kabupaten Pinrang dalam 
hal ini penegakan Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 adalah tingkat 
pendidikan, Fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan alat yang 
nantinya akan menunjang pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan 
Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang, dan Peran Pemerintahan 
sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan yang akan 
menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam 





 MUHAMMAD RIFAD SYARIF PUTRA , Registration Number 
E121 09 101 , Department of Political Science Department of Government 
Administration , Faculty of Social and Political Science , University of 
Hasanuddin , writing his thesis with the title : 
" ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN 
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN 
DAERAH DI KABUPATEN PINRANG Under Guidance Dr.HAGau Kadir , 
MA and Dra.Hj.Nurlinah , M.Si 
 This study aims to describe how the role of the civil service in the 
police force to maintain order and peace in Pinrang in accordance with the 
duties and functions and the factors that affect the government's role in the 
maintenance of order and peace in Pinrang . This type of research used in 
this study is descriptive case study research base . Data collection 
technique used observation , namely the collection of data by conducting 
direct observation of the object under study , interviews where researchers 
held a question and answer directly to the informant in connection with the 
problems examined and supported by secondary data , then the results of 
the data analyzed qualitatively . 
 The results showed that the role of civil service police unit to 
enforce the Regulation area not be separated from how the form of 
oversight of regional regulations carried out in accordance with the Basic 
Tasks and Functions as regulation enforcement , this is in accordance with 
the duties and functions of the police force officials civil set out in 
Regulation Regent No. 10 Year 2008 on the Implementation of the 
Regional Regulation No. 18 of 2008 on the Organization and Work 
Procedures Government Technical Institute Pinrang . Which became the 
object of regulation enforcement in Pinrang Regional Regulation No. 9 of 
2002 on the prohibition , supervision and control of the distribution, sales 
and consumption of alcoholic beverages in Pinrang . Groove resolution 
mechanism that is done by investigation , examination , summons , arrests 
, confiscation , and Settlement . The factors to be considered in the 
enforcement of peace and keteriban in Pinrang in this enforcement 
Regional Regulation No. 9 of 2002 is the level of education , facilities and 
equipment associated with a tool that would support the execution of their 
duties in upholding the Regional Regulation in Pinrang , and the 
Government 's role as regulators and policy makers who will support the 
implementation of the Municipal Police Units duties in the enforcement 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan 
nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan 
terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara 
berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan 
cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman 
yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman 
serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan 
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha 
mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik 
sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban 
dan keamanan masyarakat. 
Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten 
Pinrang mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi 
personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi 
Pamong Praja  atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP. 
Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang 
merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari 
Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan 
masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan 
kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat 
didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini 
pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya 
ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan 
Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum 
lainnya.  
Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga 
diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan 
sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam 
menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal 
tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan 
berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya 
ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah. 
Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan 
menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang 
pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu 
terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh 
karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja 
jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa 
melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang 
selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional. 
Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman 
Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan: 
“Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang 
melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, 
menegakkan peraturan daerah dan keputusan Bupati.” 
 
Yang selanjutnya diperjelas dengan pasal 4 yang menyebutkan : 
“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan 
peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat.” 
 
Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong 
Praja sangatlah besar. 
Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja 
dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas 
pokok merupakan pengemban ketertiban dan ketentraman serta 
perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan 
terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah. 
Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten 
Pinrang dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya 
pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan 
maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta 
laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya 
kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya. 
Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas 
sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 6 
Tahun 2010, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan 
Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, kalaupun ada maka 
efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang 
selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran 
hukum yang ada. 
Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya 
peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café, 
dan di rumah penduduk. Sesuai peraturan daerah kabupaten pinrang 
nomor 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban 
peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam 
kabupaten pinrang. Pada pasal 6 ayat 2 tertulis bahwa: 
 “Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada 
tempat-tempat umum seperti: Rumah makan/ warung, wisma, 
gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, 
terminal, stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah-rumah penduduk 
dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban 
umum.”  
Meskipun demikian masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat 
yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol. 
Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai 
penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya 
ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Pinrang. 
Memahami pentingnya ketertiban dan ketentraman serta 
pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Analisis 
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan 
Perda Di Kabupaten Pinrang”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong 
Praja belum bisa dikatakan maksimal dalam melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah di Kabupaten Pinrang. 
Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus 
perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
penegakan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Pinrang? 
2. Faktor apakah yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam penegakan Perda di Kabupaten Pinrang? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
1. Untuk menggambarkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
penegakan perda di Kabupaten Pinrang. 
2. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda di Kabupaten 
Pinrang. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi para 
mahasiswa yang berminat melakukan penelitian ilmiah dalam 
bidang yang sama dalam rangka pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
2. Dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten 
Pinrang  untuk mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki 
dalam pelaksanaan pemerintahannya sehingga dapat menjadi 






2.1 Pengertian Analisis 
Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah data besar 
data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. 
Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-
bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk 
analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk 
analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data 
sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang 
singkat dan penuh arti. 
Dari Kamus Besar Indonesia mengartikan bahwa Analisis adalah 
penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 
itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian 
yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 
Menurut Dwi Prastowo Darwinto dan Rafika Julianty kata analisis 
diartikan sebagai: 
“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan 
bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.” 
Sedangkan menurut Syahrul dan Mohammad Afdi Nizar yang 
dimaksud menganaisis adalah: 
“Melakukan evauasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat 
yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang 
memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Misalnya, seorang 
pemeriksa (auditor) akan melakukan analisa perkiraan pengeluaran 
untuk menentukan apakah pengeluaran telah dibebankan kepada 
pos yang tepat , yang diuji/diverifikasi dengan dokumen. Contoh 
lainnya, peniaian kesehatan keuangan suatu perusahaan dengan 
melakukan analisis laporan keuangannya sebagai dasar 
pengambilan keputusan ivestasi atau kredit.” 
Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa 
analisis merupakan kegiatan memperhatikan, mengamati, dan 
memecahkan atau mencari jalan keluar yang dilakukan seseorang. 
2.2 Konsep Peran 
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki  
peran dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan 
perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. 
Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran 
sebagai berikut :  
a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka 
ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. 
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain 
dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam 
semua peran yang diberikan. 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus 
dilaksanakan. 
  Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), 
mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut : 
a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini 
berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan 
yang tepat dan baik dilaksanakan. 
b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa 
peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari 
masyarakat (pubic support). Pendapat ini didasarkan pada 
suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat 
pada tiap tingkatan keputusan tersebut memiliki kredibilitas. 
c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 
instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa 
informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini 
dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang 
untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan 
preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang 
bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan 
responsibel. 
d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran 
didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan 
meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari 
pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi 
in adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan 
pengertian dan tolenransi  serta mengurangi rasa 
ketidakpercayaan (mistrust) dan keracunan (biasess). 
e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan 
sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologis 
masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense 
of powerfesssness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri 
mereka bukan kompenen penting dalam masyarakat.  
Menurut Soeharto dan Soekomto yang merupakan peran adalah: 
 “Aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. 
Apabila seseoranng melakukan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.” 
Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga 
pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan 
peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka 
tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa 
perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam 
melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah 
dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa: 
“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila 
seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan 
kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.” 
 
 
2.3 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja 
Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenaI dengan 
sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali 
berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja 
adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena 
domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang 
diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, 
yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati 
sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, 
lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama 
atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta 
Brahmana sebagimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama 
hindu.  
Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti 
sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah 
rakyat/masyarakatnya. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah 
defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati 
guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring 
dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh 
dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik 
natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini 
mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi 
pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang 
bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada 
tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 
tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi 
Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi 
hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 
tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai 
ketentuan umum disebutkan: 
“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, 
adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan 
daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat.” 
 Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat 
pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada 
dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah: 
 Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang 
penegakan perda. 
 Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang 
penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
 Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang 
melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2010  Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV (4) pasal 10 
dan pasal 11 menjelaskan tentang Satuan Polisi Pamong Praja terbagi 
atas dua bagian yaitu: 
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. 
 Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten/Kota. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010  
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian 
Kesatu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi pasal 10 tentang susunan 
organisasi Satuan polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas: 
a) Kepala. 
b) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
subbagian. 
c) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang 
terdiri atas 2 (dua) seksi; dan 
d) Kelompok jabatan fungsional. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010  
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian 
kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 1 
klasifikasi, pasal 11. 
1) Satpol PP Kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B. 
2) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan 
berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat 
daerah. 
3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi 
perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama 
dengan 60 (enam puluh). 
4) Satpol PP tipe B apabila variabel besaran organisasi 
perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam 
puluh). 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010  
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian 
kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 2 
klasifikasi, Susunan Organisasi, pasal 12. 
1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) 
subbagian; 
c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing 
bidang terdiri atas 2 (dua) seksi dan 
d. Kelompok jabatan fungsional. 
2) Organisasi Satpol PP tipe B terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi paling banyak 5 (lima); dan 
d. Kelompok jabatan fungsional. 
2.4 Pengertian Ketertiban dan Ketentraman 
Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar  “tentram” dan 
“tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta: 
 “Tentram ialah aman atau ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) 
misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan 
senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya 
sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya 
ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya 
Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara 
aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib 
hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan 
peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, 
keadaan serta teratur baik.” 
Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang 
erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka 
timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang 
berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap 
sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti 
posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam  
kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani 
dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah 
yang disebut terciptanya suasana tentram. 
Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain: 
 “Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, 
ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur 
misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran 
pekerjaan.” 
Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan 
ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang 
kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-
orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai 
peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. 
Selanjutnya, menurut Ermaya: 
 “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar 
pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, 
tertib dan teratur.Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu 
oleh berbagai sebab dan keadaan.” 
 
Sebab dan keadaan yang dimaksud diantaranya: 
1. Pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan 
terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, 
2. Bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia 
atau organisasi lainnya, dan 
3. Bidang Ekonomi dan Keuangan. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban 
umum di dalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) 
huruf C menyebutkan bahwa :  
“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan 
perlindungan masyarakat.” 
Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan 
ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi 
kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. 
Dari rangkaian analisis berbagai teori mengenai ketertiban dan 
ketentraman yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu 
kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur 
sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku.Dengan kata lain adalah 
suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan 
yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai 
hukum dan norma-norma yang ada. 
Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban 
masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan 
kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan 
pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis cenderung 
menggunakan pedekatan ketertiban dan ketentraman yang dikemukakakn 
oleh J.S Badudu dan Z.M Zain sebagai rujukan untuk menjelaskan 
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 BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metode Penelitian 
3.1.1 Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe penelitian bersifat dekskriptif yaitu memberikan gambaran 
tentang penegakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten 
Pinrang.  
 Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu 
peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau 
menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap 
refresentatif. 
 
3.1.2 Teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data dengan cara 
Study Lapang. Study lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung 
melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Study 
lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut: 
a) Observasi yaitu pengamatan terhadap penegak ketentraman dan 
ketertiban secara langsung. 
b) Interview yaitu wawancara langsung terhadap infoman yang 
dinggap dapat memberikan informasi. 
 
 
3.1.3 Informan  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
 Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
 Kepala seksi ketentraman dan ketertiban 
 Masyarakat Kabupaten Pinrang 
 
3.1.4 Analisis Data 
Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini maka 
data yang didapatkan di lapangan dianalisa secara kualitatif dengan 
tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian yang diteliti dengan 
berdasarkan pada laporan dan catatan yang diperoleh di lapangan. 
 
3.1.5 Definisi Konseptual 
1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah penerapan peran Satuan Polisi Pamong 
Praja untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda 
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat yang tentunya harus 
sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai Satuan Polisi 
Pamong Praja. 
2) Tugas pokok dan fungsi polisi pamong praja yang dimaksud 
dalam penelitian ini berdasar pada Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja pada pasal 5 yaitu: 
a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan 
Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat; 
b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan 
kepala daerah; 
c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; 
d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 
e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan 
kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
daerah, dan/atau aparatur lainnya; 
f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan 
kepala daerah; dan 
g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala 
daerah. 
3) Perda Nomor 9 Tahun 2002 yaitu tentang larangan, 
pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan 
mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang. 
4) Penegakan ketentraman dan ketertiban yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah kesesuaian perda dengan kondisi realitas 
yang terjadi di lingkup Kabupaten Pinrang khususnya pada 





























BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 4.1.1 Keadaan Geografi 
Kabupaten Pinrang merupakan wilayah provinsi Sulawesi Selatan 
yang secara geografis terletak pada koordinat antara 4º10’30” sampai 
3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30” sampai 119º47’20”Bujur Timur. 
Daerah ini berada pada ketinggian 0-2.600 meter dari permukaan laut.  
Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar, dengan 
memiliki luas ±1.961,77 Km2, terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi 
dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Kabupaten Pinrang secara 
administratif pemerintahan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 36 
Kelurahan dan 68 Desa yang meliputi 81 Lingkungan dan 168 Dusun. 
Sebagian besar dari wilayah kecamatan merupakan daerah pesisir yang 
memiliki luas 1.457,19 Km2 atau 74,27% dari luas keseluruhan Wilayah 
Kabupaten Pinrang dengan panjang garis pantai ± 101 Km.  
Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.  
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan 
Sidrap.  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar serta 
Kabupaten Polewali Mandar.  
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare. 
4.1.2.  Administratif 
Gambaran administrasi pemerintahan di Kabupaten Pinrang 
disajikan pada Tabel dan Gambar berikut ini : 
Tabel 4.1 
Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa 



















1 Suppa Majenang 2 8 7.420 3,78 
2 Mattiro Sompe Langnga 2 7 9.699 4,94 
3 Lasinrang Lasinrang 2 7 7.301 3,72 
4 Mattiro Bulu Manarang 8 - 13.249 6,75 
5 Watang Sawitto Sawitto 4 6 5.897 3,01 
6 Paleteang Laleng Bata - 7 3.729 1,9 
7 Tiroang Mattiro Deceng 5 9 7.773 3,96 
8 Patampanua Teppo 2 12 13.685 6,98 
9 Cempa Cempa - 7 9.030 4,6 
10 Duampanua Lampa 5 - 29.186 14,88 
11 Batulappa Kassa 6 - 15.899 8,1 
12 Lembang Taddokong - 5 73.309 37,37 






















Peta Kabupaten Pinrang 
4.1.3 Kondisi Topografi dan Kelerengan  
 Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup 
lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut 
hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas 
permukaan laut (dpl). Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di 
atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga 
utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang berbatasan dengan 
Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten Pinrang 
dapat dikelompokkan sebagai berikut:  
- Ketinggian 0 – 100 m dpl  
 Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian 
besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah 
Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawtito, 
Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa. 
- Ketinggian 100 – 400 m dpl  
 Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini 
meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro 
Bulu, dan Kecamatan Paleteang.  
- Ketinggian 400 – 1000 m dpl  
 Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian 
kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua. 
 
  
- Ketinggian di atas 1000 m dpl  
 Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri 
dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa. Untuk lebih jelasnya 
sebagaimana pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.2 
Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang 
No Kecamatan 
Ketinggian Dari 
Permukaan Laut (M Dpl) 
1 Suppa 2 – 265 
2 Mattiro Sompe 2 – 12 
3 Lanrisang 2 – 14 
4 Mattiro Bulu 12 – 228 
5 Watang Sawitto 6 – 14 
6 Paleteang 14 – 157 
7 Tiroang 13 – 23 
8 Patampanua 13 – 86 
9 Cempa 2 – 18 
10 Duampanua 2 – 965 
11 Batulappa 20 – 1007 
12 Lembang 2 – 1908 
Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
 Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan 
berdasarkan kemiringan lereng yang terdiri dari:  
1. Kemiringan 0-3 %  
 Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar 
terletak di kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, 
Lanrisang, Watang Sawito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa. 
 
2.Kemiringan 3 – 8 % 
 Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. 
Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari 
Kecamatan, Suppa, Mattiro Bulu, Batulappa dan Kecamatan Paleteang. 
3. Kemiringan 8 – 45 % 
 Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak 
curam. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah 
Wilayah Kecamatan Duampanua. 
4. Kemiringan > 45 % 
 Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. 
Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah-wilayah 
kaki pegunungan seperti Kecamatan Lembang. 
Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari 
kondisi datar hingga berbukit. Keadaan wilayah berdasarkan kelerengan 
disajikan pada tabel berikut ini.  
Tabel 4.3 
Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan di Kabupaten Pinrang 
No Lereng Kriteria Luas (Ha) 
Presentase 
(%) 
1 0 - 2 Datar 100.370,20 51,1 
2 2 - 15 Landai 15.696,80 8,1 
3 15 - 40 Berbukit 50.246 25,6 
4 > 40 Berbukit 29.864 15,2 
Jumlah 196.177 100,00 
 Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
 
 
4.1.4 Kondisi Geologi  
 Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan 
kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan 
di Kabupaten Pinrang dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai 
mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas 
lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan 
ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga 
tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian 
wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 
meter. 
2.  Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen 
bersusun trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, 
konglomerat dan breki terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, 
penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang, Sekitar Bulu Lemo, 
Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu Manarang, 
Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare). 
Kearah Bunging terdapat batu gamping terumbu yang umumnya 
relative sama dengan batuan gunung api. 
3.  Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu 
muda hingga putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah 
Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan 
Kecamatan Duampanua. 
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak 
dibagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah 
Kabupaten Sidrap, satua batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit 
batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk morfologi 
bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter. 
5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, Satuan batuan ini 
berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. 
Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar Bulu 
Tirasa dan Pakoro. 
6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, 
konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada 
batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar  
normal. 
4.1.5  Kondisi Jenis Tanah  
 Jenis tanah yang terdapat di tiap kecamatan dalam wilayah 
Kabupaten Pinrang bervariasi yang terdiri dari Aluvial Kelabu, Aluvial 
Hidromorf, Aluvial Hidromorf Kekuningan, Regosol Kelabu, Regosol 
Kelabu Kekuningan, Aluvial Kelabu Kekuningan, Aluvial Kelabu Olif, 
Grumosol Kelabu, Brown Forest Soil, Fodsolik Cokelat, Fodsolik Cokelat 
Kekuningan, Yellow Forest Soil, Grumosol Cokelat Kekuningan,  dapat 




Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pinrang 
No  Kecamatan  Jenis Tanah  
1 Suppa  
Aluvial Kelabu; Grumosol Kelabu; Aluvial Hidromorf; 




Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial 
Kelabu Olif. 
3 Lanrisang  Grumosol Kelabu;  




Aluvial Kelabu; Aluvial Hidromorf; Aluvial Kelabu Olif; 
Regosol Kelabu. 
6 Paleteang  
Regosol Coklat Kelabuan; Aluvial Kelabu Olif; Aluvial 
Kelabu Kekuningan; Regosol Kelabu Kekuningan.  
7 Tiroang  Regosol Kelabu; Brown Forest Soil;  
8 Patampanua  
Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; 
Regosol Kelabu Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial 
Kelabu Olif; Brown Forest Soil; Fodsolik Coklat 
Kekuningan  
9 Cempa  
Aluvial Kelabu Kekuningan; Aluvial Hidromorf; Aluvial 
Kelabu Olif. 
10 Duampanua  
Fodsolik Coklat Kekuningan; Aluvial Kelabu 
Kekuningan; Fodsolik Coklat; Aluvial Kelabu Olif; 
Aluvial Hidromorf.  
11 Batulappa  Fodsolik Coklat; Fodsolik Coklat Kekuningan.  
12 Lembang  Brown Forest Soil  
Sumber: Hasil Survey, Tahun 2010 
4.1.6 Kondisi Klimatologi 
 Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah 
Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi 
pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi 
pada bulan Maret. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai 
Desember. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-Syarifuddin bulan basah di 
Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1 - 2 bulan dan 
bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman - 
Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar antara 
1073 mm sampai 2910 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten 
Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata 
normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%. 
 Banyaknya curah hujan di Kabupaten Pinrang sejak tahun 2004 
sampai 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah: 
Tabel 4.5 
Banyaknya Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Pinrang 
BULAN 
Tahun 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Januari  215 103 154 106 264 75 380 
Pebruari  192 146 122 90 242 103 121 
Maret  64 88 98 91 295 29 88 
April  152 108 247 147 130 63 90 
Mei  167 96 241 155 94 69 82 
Juni  36 63 153 148 222 192 34 
Juli  15 70 5 50 143 52 35 
Agustus  -  32 2 26 199 34 34 
September  2 17 3 109 80 8 42 
Oktober  5 241 -  82 698 29 55 
Nopember  175 74 66 96 571 221 55 
Desember  228 137 241 129 391 282 79 
Rata-Rata 
Per Bulan  
113,73 97,92 111 102,42 277,42 96,42 91,25 
Sumber: Dinas PU Pengairan Kabupaten Pinrang 
4.1.7  Kondisi Hidrologi 
 Di Kabupaten Pinrang, terdapat dua sungai besar yaitu sungai 
Mamasa dan Sungai Saddang, dimana sungai Mamasa sebenarnya 
masih merupakan anak sungai Saddang. Saat ini sungai Mamasa 
dimanfaatkan untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
Bakaru yang berlokasi di Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang. PLTA 
yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten 
Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Sedangkan Sungai Saddang dimanfaatkan untuk pengairan 
pertanian dengan cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang juga 
melayani Kabupaten Sidrap. 
4.1.8 Pemanfaatan Lahan  
 Penggunaan lahan di Kabupaten Pinrang didominasi oleh 
penggunaan lahan jenis Hutan Negara yaitu sebesar 58.521 Ha, atau 
sebesar 29,83%. Kabupaten Pinrang juga memiliki potensi di bidang 
pertanian yang ditunjukkan oleh besarnya area persawanan dan 
perkebunan sebesar 60,954 Ha atau 31,07%. Area bangunan dan 
halaman di Kabupaten Pinrang ini memiliki luas 5.037 Ha atau sebesar 










 Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
4.1.9 Demografi 
 Distribusi dan Kepadatan Penduduk  
 Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada akhir Tahun 2010 
berjumlah 353.367 jiwa yang terditribusi pada 12 kecamatan, dengan 
tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi 
jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Watang Sawitto 
dengan jumlah sebesar 50.974 jiwa atau sekitar 14,43 % dari jumlah 
penduduk kabupaten, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah 
Kecamatan Batulappa dengan jumlah penduduk kurang lebih 9.598 jiwa 
atau sekitar 2,72% dari jumlah penduduk Kabupaten Pinrang. Secara rinci 
diuraikan pada tabel. 





1 Perkebunan  12.177 6,21 





4 Bangunan/Halaman  5.037 2,57 
5 Kolam/ Lebat dan empang  1.400 0,71 
6 Tambak  12.311 6,28 
7 Padang Rumput  6.960 3,55 
8 Tanaman Kayu  12.922 6,59 
9 Hutan Negara  58.521 29,83 
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1 Suppa 30.784 8,71 74,2 415 
2 Mattiro Sompe  27.511 7,79 96,99 284 
3 Lanrisang  18.200 5,15 73,01 249 
4 Mattiro Bulu  27.227 7,71 132,49 206 
5 Watang Sawitto  50.974 14,43 58,97 864 
6 Paleteang  36.693 10,38 37,29 984 
7 Tiroang  20.807 5,89 77,73 268 
8 Patampanua  32.112 9,09 136,85 235 
9 Cempa  17.217 4,87 90,3 191 
10 Duampanua  43.829 12,4 291,86 150 
11 Batulappa  9.598 2,72 158,99 60 
12 Lembang  38.415 10,87 733,09 52 
Kabupaten Pinrang 353.367 100 1.961,77 180 
Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
 Penduduk Menurut Struktur Usia  
Jumlah pada setiap kelompok umur tertentu, terutama kelompok 
umur yang berkaitan dengan usia sekolah, usia kerja, dan usia produktif 
atau usia angkatan kerja. Pengelompokan penduduk menurut umur di 
Kabupaten Pinrang pada tahun 2008 dibagi atas 3 kelompok utama, yaitu: 
 Usia Balita (0-4) tahun : 41.164 jiwa  
 Usia Sekolah (5-19) : 126.609 jiwa  
 Usia Angkatan kerja (20-54) : 151.978 jiwa 
Secara rinci struktur penduduk menurut usia diuraikan pada tabel berikut: 
   
Tabel 4.8 










Laki-laki Perempuan  
1 0 – 4  20.915 20.249 41.164 11,65 
2 5 – 9  23.393 22.676 46.069 13,04 
3 10 – 14  22.726 22.093 44.819 12,68 
4 15 – 19  17.647 18.074 35.721 10,11 
5 20 – 24  12.381 14.453 26.834 7,59 
6 25 – 29  11.979 14.663 26.642 7,54 
7 30 – 34  10.543 12.255 22.798 6,45 
8 35 – 39  11.433 12.666 24.099 6,82 
9 40 – 44  8.733 9.921 18.654 5,28 
10 45 – 49  8.752 9.664 18.416 5,21 
11 50 – 54  6.871 7.664 14.535 4,11 
12 55 – 59  5.432 9.534 11.366 3,22 
13 60 – 64  5.678 6.292 11.970 3,39 
14 65+  4.789 5.491 10.280 2,91 
Jumlah 171.272 182.095 353.367 100 
 Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
 Pertumbuhan Penduduk  
 Data jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 5 tahun terakhir 
menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 332.921 jiwa, 
sedangkan pada tahun 2010 mencapai 353.367 jiwa. Hal tersebut 
memperlihatkan adanya pertambahan jumlah penduduk sekitar 20.446 
jiwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 
1.51 % pertahun. Indeks pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten 
Pinrang pada setiap kecamatan selama waktu tahun 2006 hingga 2010. 
Diuraikan pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.9 





2006 2007 2008 2009 2010  (%) 
1 Suppa  28.531 28.622 30.590 30.742 30.784 1,96 
2 Mattiro Sompe  27.823 28.306 28.512 28.746 27.511 -0,25 
3 Lanrisang  17.374 17.510 17.706 17.745 18.200 1,17 
4 Mattiro Bulu  25.901 26.024 25.954 26.179 27.227 1,27 
5 Watang Sawitto  43.497 43.624 44.996 44.647 50.974 4,21 
6 Paleteang  30.587 30.679 31.407 31.458 36.693 4,87 
7 Tiroang  19.172 19.233 19.292 19.253 20.807 2,12 
8 Patampanua  30.917 31.250 31.541 31.729 32.112 0,95 
9 Cempa  16.663 16.733 16.900 16.929 17.217 0,82 
10 Duampanua  44.669 45.199 45.812 46.222 43.829 -0,43 
11 Batulappa  9.464 9.457 9.474 9.518 9.598 0,35 
12 Lembang  38.323 38.633 38.761 38.950 38.415 0,06 
Jumlah (Jiwa) 332.921 335.270 340.945 342.118 353.363 1,51 
Pertumbuhan 
(Jiwa) 
  2.349 5.675 1.173 11.249 
Pertumbuhan (%)   0,71 1,69 0,34 3,29 
 Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk  
 Data pertumbuhan jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir dapat 
menjadi acuan kecenderungan pertumbuhan penduduk pada masa yang 
akan datang, setidaknya jika diasumsikan tidak terjadi kondisi insidentil 
yang mungkin akan sangat mempengaruhi kuantitas penduduk secara 
signifikan. Kecenderungan pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun 
terakhir menunjukkan trend linier sehingga dengan menggunakan 
perangkat matematis, maka jumlah dan kepadatan penduduk dapat 
diproyeksikan. Hasil proyeksi disajikan dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.10 
Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 (lima) Tahun 
No Kecamatan 
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK LUAS  
(Km2) 
2011 2012 2013 2014 2015 




27.441 27.372 27.303 27.234 27.165 96,99 
3 Lanrisang  18.413 18.629 18.847 19.068 19.291 73,01 




53.119 55.354 57.684 60.111 62.641 58,97 
6 Paleteang  38.480 40.353 42.318 44.379 46.540 37,29 
7 Tiroang  21.249 21.700 22.161 22.631 23.112 77,73 
8 Patampanua  32.418 32.727 33.039 33.354 33.671 136,85 
9 Cempa  17.359 17.501 17.645 17.791 17.937 90,3 
10 Duampanua  43.638 43.449 43.260 43.072 42.884 291,86 
11 Batulappa  9.632 9.666 9.700 9.734 9.768 158,99 
12 Lembang  38.439 38.464 38.488 38.513 38.537 733,09 
Kab.Pinrang 359.148 365.139 371.349 377.787 384.463 1.961,77 
 Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
Tabel 4.11 
Jumlah Kepadatan Penduduk dan proyeksinya untuk 5 (lima) tahun 
No Kecamatan 
PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK 
(Km2/Jiwa) LUAS 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Suppa  423 431 440 448 457 74,2 
2 Mattiro Sompe  283 282 282 281 280 96,99 
3 Lanrisang  252 255 258 261 264 73,01 
4 Mattiro Bulu  208 211 213 216 219 132,49 
5 Watang Sawitto  901 939 978 1.019 1.062 58,97 
6 Paleteang  1.032 1.082 1.135 1.190 1.248 37,29 
7 Tiroang  273 279 285 291 297 77,73 
8 Patampanua  237 239 241 244 246 136,85 
9 Cempa  192 194 195 197 199 90,3 
10 Duampanua  150 149 148 148 147 291,86 
11 Batulappa  61 61 61 61 61 158,99 
12 Lembang  52 52 53 53 53 733,09 
Kab. Pinrang 183 186 189 193 196 1.961,77 
 Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka, Tahun 2010 
 Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kecamatan di 
seluruh Kabupaten Pinrang sesuai dengan kondisi dan karakteristik 
kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan 
perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut 
dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis 
kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan ke depan pada kawasan 
pusat-pusat kegiatan skala kecamatan. 
 Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Pinrang dilakukan 
dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti : 
1. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional dan regional, 
2. kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Pinrang yang 
ada saat ini, 
3. sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani 
pergerakan antar intra dan inter wilayah, dan 
4. interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah 
tetangga. 
 Untuk itu dalam penetapan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten 
Pinrang akan mengintegrasikan sistem perkotaan nasional dan sistem 
perkotaan provinsi sebagai satu kesatuan sistem perkotaan nasional dan 
regional. 
 Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas: 
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan 
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 
 Uraian masing-masing komponen sistem perkotaan atau pusat-
pusat pelayanan wilayah/kawasan/ lingkungan dalam wilayah Kabupaten 
Pinrang tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki skup/cakupan pelayanan 
meliputi keseluruhan wilayah Kabupaten Pinrang. Kawasan yang 
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Kabupaten 
Pinrang adalah Kawasan Perkotaan Pinrang. Penetapan Kawasan 
Perkotaan Pinrang sebagai PKL merupakan kebijakan Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2009 - 2029. 
 Kondisi eksisting Kawasan Perkotaan Pinrang ini memang telah 
berkembang menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pinrang dalam 
aspek sosial ekonomi dan sosial budaya, pemerintahan, serta menjadi 
lokasi pemusatan permukiman wilayah. Kawasan Perkotaan Pinrang yang 
ditetapkan menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pinrang atau PKL 
secara administratif akan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Watang 
Sawitto, Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Tiroang.Kawasan 
Perkotaan Pinrang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki 
cakupan pelayanan wilayah Kabupaten Pinrang terakses oleh sistem 
jaringan jalan arteri primer sebagai jalan lintas Barat Sulawesi mulai dari 
Kawasan Perkotaan Mamminasata (PKN) – perbatasan Provinsi Sulawesi 
Barat. PKL Pinrang juga direncanakan memiliki interkoneksi dengan 
beberapa simpul transportasi yang berskala pelayanan internasional dan 
nasional yang berada di sekitar wilayah. 
 Kabupaten Pinrang melalui jaringan prasarana transportasi laut dan 
darat. Simpul transportasi tersebut yakni Pelabuhan Laut Nasional Pare-
Pare. 
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan 
perkotaan atau pusat permukiman yang memiliki skup/cakupan pelayanan 
skala kecamatan atau beberapa kecamatan. Dimana secara administratif 
wilayah Kabupaten Pinrang terdiri dari dari 12 (dua belas) wilayah 
kecamatan termasuk Kecamatan Watang Sawitto yang menjadi kawasan 
ibukota kabupaten. Dimana orientasi beberapa ibukota kecamatan 
memperlihatkan kecenderungan efektifitas cakupan pelayanan ke wilayah-
wilayah sekitarnya sehingga memiliki potensi sebagai pendorong 
percepatan pengembangan kawasan tersebut, dan sebagai instrumen 
pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan kutub-kutub 
pelayanan sub wilayah sebagai lokomotif pertumbuhan wilayah secara 
keseluruhan. Guna lebih cepat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan kawasan/ pusat 
pelayanan kawasan, maka beberapa ibu kota kecamatan tersebut diluar 
diluar cakupan pelayanan PKL ditetapkan masing-masing sebagai Pusat 
Pelayanan Kawasan (PPK), yang terdiri dari: 
1. Kawasan Perkotaan Lampa dengan skup/cakupan pelayanan 
meliputi wilayah Kecamatan Duampanua. 
2. Kawasan Perkotaan Tadokkong dengan skup/cakupan pelayanan 
meliputi wilayah Kecamatan Lembang. 
3. Kawasan Perkotaan Kassa dengan skup/cakupan pelayanan 
meliputi wilayah Kecamatan Batulappa. 
4. Kawasan Perkotaan Teppo dengan skup/cakupan pelayanan 
meliputi Kecamatan Patampanua. 
5. Kawasan Perkotaan Alitta dengan skup/cakupan pelayanan 
meliputi Kecamatan Mattiro Bulu. 
6. Kawasan Perkotaan Watang Suppa dengan skup/cakupan 
pelayanan meliputi Kecamatan Suppa. 
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 
 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman 
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Selanjutnya 
dengan mencermati beberapa hal terkait upaya optimalisasi dan 
percepatan perwujudan pengembangan struktur tata ruang wilayah 
Kabupaten Pinrang yang saling terkait satu sama lain dalam sebuah 
sistem jaringan prasarana, baik dalam konstelasi internal maupun 
eksternal wilayah, terutama dalam mengembangkan keunggulan 
kompetitif (competitive advantages) kawasan perbatasan antar kabupaten, 
maupun desa-desa yang dianggap relatif memiliki aksesibilitas yang 
rendah dengan PKL dan PPK, maka pengembangan Pusat Pelayanan 
Lingkungan (PPL) di wilayah Kabupaten Pinrang direncanakan terdiri atas: 
1. Lembang Mesakada di Kecamatan Lembang dengan cakupan 
pelayanan beberapa desa sekitarnya juga desa-desa diperbatasan 
dalam wilayah kabupaten tetangga (Kabupaten Tana Toraja). 
2. Desa Basseang di Kecamatan Lembang dengan cakupan 
pelayanan beberapa desa sekitarnya juga desa-desa diperbatasan 
dalam wilayah kabupaten tetangga (Kabupaten Enrekang). 
3. Bilajeng di Kecamatan Batulappa dengan cakupan pelayanan 
termasuk beberapa desa sekitarnya juga desa-desa diperbatasan 
dalam wilayah kabupaten tetangga. 
4. Bungi di Kecamatan Duampanua dengan cakupan pelayanan 
termasuk beberapa desa sekitarnya yang relatif memiliki 
aksesibilitas rendah dengan PPK Lampa.  
5. Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe dengan cakupan pelayanan 
termasuk beberapa desa sekitarnya.  
6. Wae Tuoe di Kecamatan Lanrisang dengan cakupan pelayanan 
termasuk beberapa desa sekitarnya. 
7.  Lero di Kecamatan Suppa dengan cakupan pelayanan termasuk 
beberapa desa sekitarnya. 
8. Tadang Palie di Kecamatan Cempa dengan cakupan pelayanan 
termasuk beberapa desa sekitarnya.  
 
4.1.10 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang 
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang merupakan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota bertipe B yang memiliki  variabel 
besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam 
puluh). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang memiliki 368 
anggota yang terdiri dari 223 tenaga honorer dan 145 yang berstatus 
PNS.  
Adapun perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang yaitu: 
a. Surat Perintah Tugas. 
b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan. 
c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang 
dilengkap dengan pengeras suara dan lampu sirine. 
d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban 
terhadap anggota anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai 
sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat. 
e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 
f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan. 
g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran 
pembinaan dan penegakan ketertiban,seperti : 
1) 3 unit kendaraan operasional; 
2) 1 unit kendaraan dinas Kepala Satuan; 
3) 1 unit kendaraan patrol wilayah; 
4) 1 unit mobil dalmas; 
5) 45 buah pakaian anti huru hara; 
6) 1  buah senjata gas air mata; 
7) 40 buah handy talky; dan 
8) 1 central komunikasi. 
Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Pinrang, sesuai Keputusan Bupati Pinrang No. 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pinrang, terdiri dari : 
a. Kepala Satuan; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
d. Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; 
e. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
1. Kepala Satuan 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 
mengkoordinasikan penyusunan, mengarahkan dan mengevaluasi 
kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peratuan 
Perundang-undangan yang berlaku sebagai Pedoman Kerja. 
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan perumusan kebijaksanaan dibidang ketentraman dan 
penertiban umum; 
b. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelidikan dan penertiban 
pelanggaraan Peraturan Daerah; 
c. Penyusunan rencana pelaksanaan umum dan penegakan 
Peraturan Daerah; 
d. Pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional; 
e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan. 
 
2. Subag Tata Usaha 
 Subag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-
menyurat, pendistribusian, perlengkapan Kantor, kepegawaian, keuangan 
dan urusan umum. 
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subag Tata 
Usaha mempunyai fungsi  : 
a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan 
rumah tangga dan pemeliharaan Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja; 
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 
d. Mengumpulkan hasil penyusunan rencana, program kerja dan 
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana. 
 
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun 
perencanaan /program, prosedur dan melaksanakan penyusunan 
pedoman teknis kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum 
serta pencegahan, penanggulangan tumbuhnya penyakit masayarakat 
dan kerawanan sosial, terutama pada penegakan Peraturan Daerah; 
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan pengendalian ketentraman dan 
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 
Bupati dan Keputusan Bupati 
b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban 
umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 
keputusan Bupati; 
c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 
umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati  dan 
Keputusan Bupati. 
 
4. Seksi Pengembangan dan Kapasitas  Satuan Polisi Pamong 
Praja 
 Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai tugas menyusun program prosedur dan melaksanakan 
penyusunan pedoman teknis kegiatan pengembangan dan kapasitas 
Satuan Polisi Pamong Praja meliputi rencana kebutuhan personil, 
pendidikan/perhatian, dan penyuluhan. 
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 
Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 
Fungsi : 
a. Menyusun Rencana Satuan Polisi Pamong Praja, Pendidikan 
Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja: 
b. Mengadakan koordinasi dengan Pihak terkait untuk 
Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; 
c. Menganalisis perkembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong 
Praja; 
d. Menyiapkan pedoman kerja kantor dalam rangka pengembangan 
dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; 
e. Memberikan unsur Pembinaan dan Pengembangan Satuan Polisi 
Pamong Praja  
f. Memantau perkembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong 
Praja; 
g. Menyusun Perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan dan 
Kapasitas Polisi Pamong Praja; 
h. Memberi Saran Pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka 
pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja; 
i. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 
kegiatan pembinaan fisik  dan Mental anggota; 
j. Penyiapan bahan bimbingan dan Pengendalian teknis Penyuluhan 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 
k. Penyiapan bimbingan dan Pengendalian teknis penyelenggara 
kesempatan anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja; 
l. Pengelolaan Administrasi unsur tertentu. 
 
5. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) 
 Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana dan persiapan tenaga teknis penyidikan dengan 
berkoordinasi dengan seksi serta melaksanakan pemeriksaan dan 
penyidikan terhadap pelanggaran terhadap terjadinya suatu peristiwa 
yang patut diduga, merupakan pelanggaran salah satu perda, peraturan 
Bupati dan keputusan  Bupati. 
 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala 
Seksi PPNS mempunyai fungsi : 
a. Menyusun perencanaan penyiapan tenaga teknis; 
b. Merencanakan bentuk dan model tanda pengenal; 
c. Mengkoordinasikan terhadap pihak terkait tentang rencana 
mengadakan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Perda; 
d. Sebelum mengadakan penyidikan wajib memperoleh informasi 
yang akurat yang terkait dengan persiapan yang akan disidik; 
e. Setelah menerima Laporan atau Pengaduan serta  tertangkap 
tangan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan 
pelanggaran, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang 
diperlukan; 
f. Setelah mengadakan penyidikan, penyidik wajib melapor membuat 
 Berita Acara; 
g. Laporan atau pengaduan secara tertulis harus ditandatangani oleh 
pelapor atau pengadu; 
h. Laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyidik 
dan ditandatangai oleh Pelapor atau pengadu atau penyidik; 
i. Setiap pelapor atau pengadu harus diberikan tanda terima Laporan 
 atau pengaduan; 
j. Menyusun prosedur pedoman, penyidik atau penyelidikan 
pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan 
Bupati; 
k. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemerikasaan 
dan pengusutan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah 
dan Keputusan Bupati; 
l. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap 
pemeriksaan dan pengusutan setiap pelanggaran Peraturan 
Daerah; 
m. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan 
dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan Bupati 
dan Keputusan Bupati; 
n. Mengadakan adminstrasi urusan tertentu. 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
 Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 
dengan keahlian dan kebutuhan. 
 Kelompok Jabatan fungsional dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah 
tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
a. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional sesuai yang ditunjuk oleh Bupati. 
b. Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan kebutuhan beban kerja. 
c. Jenis kegiatan jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), 




















Visi dan Misi 
 Visi 
Terdepan Dan Terdekat Dengan  Masyarakat Dalam Memelihara 
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Penegakan Peraturan Daerah , 
Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati. 
 Misi 
1. Menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum 










SEKSI PENGEMBANGAN DAN 




2. Terciptanya kebijakan Pemerintah yang professional dalam 
penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum 
3. Meningkatkan disiplin dan ketertiban dalam penyampaian aspirasi 
masyarakat 
4. Meningkatkan peran serta  masyarakat dalam menciptakan 
ketentraman dan ketertiban umum. 
5. Meningkatkan mutu sumber daya manusia serta sarana dan 
prasarana yang menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. 
6. Mewujudkan aparatur dan masyarakat sadar hukum dengan mentaati 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. 
 Landasan Hukum SATPOL. PP Kab. Pinrang 
1. Undang-undang No. 32 Th. 2004 Pasal 148 
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 2004 tentang Pedoman Pol. PP. 
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Th. 2010 tentang SATPOL. PP. 
4. Peraturan Daerah No. 18 Th. 2008 Tentang Struktur Organisasi 
Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah. 
 Tupoksi 
o Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 
 Berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Melaksanakan 
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja 
yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut, maka Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Pinrang mempunyai Fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja. 
b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 
dibidang Satuan Polisi Pamong Praja. 
c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan  
Ketertiban sesuai dengan lingkup tugasnya. 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
       Disamping itu Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan : 
a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati. 
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan 
perlindungan masyarakat. 
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 
atas Perda dan/atau Peraturan Bupati. 
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 
Perda dan/atau Peraturan Bupati. 
4.2  Peran Satpol PP dalam penegakan perda Di Kabupaten Pinrang 
Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah 
perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan 
ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan 
tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pinrang No 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan 
peraturan daerah  nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja 
lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten pinrang. 
 Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
 Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah 
 Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin 
oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui Sekretaris  
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak 
lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang 
dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak 
perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja 
yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Melaksanakan 
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja 
yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
       Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut, maka Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Pinrang mempunyai Fungsi. 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja. 
b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 
dibidang Satuan Polisi Pamong Praja. 
c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman dan 
Ketertiban sesuai dengan lingkup tugasnya. 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
       Disamping itu Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan : 
a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati. 
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan 
perlindungan masyarakat. 
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 
atas Perda dan/atau Peraturan Bupati. 
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 
Perda dan/atau Peraturan Bupati. 
Terkait dengan penjelasan diatas, salah satu yang menjadi obyek 
dalam penelitian ini yakni penegakan Perda No 9 tahun 2002 tentang 
larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan 
mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang. Dalam 
penelitian yang berlangsung penulis kemudian menemukan adanya kasus 
pelanggaran Perda yang terjadi di Kabupaten Pinrang dalam hal ini yaitu 
maraknya penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Satuan Polisi 
Pamong Praja menjalankan perannya seesuai dengan tugasnya sebagai 
penegak Perda dan sebagai penyelenggara ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja  
melakukan penindakan kepada warga masyarakat atau badan hukum 
yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dengan secara langsung 
turun ke lapangan melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat 
namun dalam hal penyelidikan atas laporan tersebut tentunya harus 
memalui alur proses penyelesaian atas penegakan Perda yang dimulai 
atas penyelidikan laporan kemudian melakukan pemeriksaan kepada 
warga yang melakukan tindkan pelanggaran Perda dan selanjutnya 
melakukan pemanggilan , jika terbukti atas pelanggarannya maka 
dilanjutkan dengan penakngkapan serta penyitaan barang bukti kemudian 
diselesaikan  dengan penyegelan.   
 Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Pinrang dalam kegiatan operasi pencegahan 
peredaran atau pencegahan minuman keras dalam wilayah kabupaten 
pinrang ditemukan beberapa kios yang dengan bebas memperjual belikan 
minuman beralkohol diantaranya : 
Lokasi Kecamatan Watang Sawitto: 
1. Café Rasman (Ruba’e, Kelurahan Bentengnge) 
2. Café A.Selle  (Ruba’e, Kelurahan Bentengnge) 
3. Café A.Ismail (Ruba’e, Kelurahan Bentengnge) 
4. Café Bambu  (Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie) 
5. Café Sangkala (Tassokkoe, Kelurahan Salo) 
Lokasi Kecamatan Paleteang: 
1. Café Bakhtiar (Lerang-lerang, Kelurahan.Benteng Sawitto) 
2. Café Anwar  (Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto) 
3. Café Narti  (Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto) 
4. Café Murni  (Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto) 
5. Café Pa’ci  (Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto) 
6. Café Pa’ci Gutomo (Ammasangan, Kelurahan Laleng Bata) 
7. Café Hasan Tatto (Paletenang, Kelurahan Temmassarangnge) 
 Bukan hanya café namun juga beberapa kios atau toko yang 
secara sembunyi-sembunyi menjual miras di kios miliknya yang terlihat 
hanya menjual beberapa dagangan seperti kios atau toko pada umumnya. 
Beberapa toko atau kios yang melakukan transaksi jual beli minuman 
keras dalam wilayah Kabupaten Pinrang: 
1. Mbak Lili    : Jalan Jendral Sudirman 
2. Kios Awaluddin (Toko 24 Jam) : Jalan Jendral Sudirman 
3. Kios La Mammang   : Jalan Jendral Ahmad Yani 
4. Kios Pillo    : Ulutedong, Maccorawalie 
5. Toko Aisyah    : Ujung Lero 
6. Kios Papua    : Garassi, Suppa 
7. Kios Hj.Mina    : Kariango 
8. Toko Mitra Abadi   : Jalan Mongisidi 
9. Toko Mega Mulyana  : Jalan Abdullah 
10. Kios Tari    : Alla Calimpo 
11. Amir Dg.Lallo   : Paleteang 
12. Ambo Obe    : Lalle Lama 
13. Bapak Anto    : Lalle Lama 
14. Mbak Tia    : Kampung Jaya 
15. Dg.Roa    : Jalan Veteran 
16. Dg. Sampo    : Jalan Mongisidi 
17. Toko Sadri    : Ammassangan 
 Dari beberapa lokasi café atau kios pembuatan dan pengedaran 
miras tersebut beberapa diantaranya berlokasi tepat di dekat pemukiman 
masyarakat yang juga membuat beberapa masyarakat menjadi resah 
dengan keberadaan café tersebut namun masyarakat tidak bisa 
melakukan larangan karena walaupun ada yang melapor maka tindakan 
dari aparat termasuk Satuan Polisi Pamong Praja hanya akan melakukan 
penyitaan tanpa melakukan penutupan, Seperti yang dikatakan Jafaruddin 
warga kelurahan Lalle Baru: 
“…kami resah dengan adanya café yang menjual miras kalaupun 
kami melapor café tersebut tidak akan ditutup karena jika ada razia 
dari Satpol PP mereka hanya menyita mirasnya tapi tidak menutup 
cafe atau tokonya...” 
Padahal secara tegas dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2002 
tentang larangan, pengawasan dan penertiban pengedaran, penjualan 
dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam kabupaten Pinrang pasal 
7 ayat 1 yang menyebut: 
 “tempat pennjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud 
pada pasal 6 ayait 1 tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat 
ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukinan dan perkantoran dengan 
jarak radius 500 meter.”  
Dengan adanya Perda ini maka keberadaan penjualan minuman 
beralkohol merupakan suatu pelanggaran dan menuntut peran dan tugas 
satuan pamong praja dalam melakukan upaya penegakan perda tersebut. 
hal tersebut merupakan satu tindakan pelanggaran yang harusnya 
ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya. 
Jika merujuk pada perda nomor 9 tahun 2002 maka secara teknis 
mekanisme yang seharunya dilakukan oleh satpol pp terkait dengan 
penegakan perda adalah :  
a. Proses Penegakkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada 
prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Penyidik 
POLRI. 
b. Baik PPNS maupun Penyidik POLRI dalam menyelesaikan kasus 
menitik beratkan kepda pencarian kebenaran dan penyelesaian yang 
objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun. 
c. Perbedaan tugas PPNS dan Penyakit POLRI adalah terletak pada 
kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang 
menjadi dasar hukumnnya. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka 
penyelesaian kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS dapat digolongkan 
sebagai berikut : 




 Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara (Tilang). 
Dengan demikian proses penyelesaian kasus terkait dengan 
penegakan perda no 9 tahun 2002 tentang penyebaran, penjualan dan 























Untuk lebih jelas alur dari proses penyelesaian penegakan Perda 
No 9 Tahun 2002 terkait dengan fungsi dan kedudukan Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam penyelesaian dan penegkaan perda, akan dijelaskan 
















1. Penyelidikan (Laporan) 
Pengertian laporan adalah bentuk penyajian fakta baik secara lisan 
ataupun secara tertulis tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada 
dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang 
ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan 
atau keterangan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si 
pelapor (dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri) ketika si pelapor 
melakukan suatu kegiatan. 
Dalam kasus penertiban Perda terkait pelarangan minuman 
beralkohol yang terjadi di Kabupaten Pinrang, laporan ini sering kali 
datang dari masyarakat yang ada disekitar kios atau warung penjualan 
minuman berakohol tersebut. Dari data yang diperoleh selama 3 (tiga) 
tahun terakhir tingkat pelaporan atas pelanggaran Perda terkait larangan 
peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang semakin meningkat. 
Pada tahun 2012 terdapat 14 laporan terkait kasus peredaran minuman 
beralkohol dan 12 laporan atas kasus warga yang mengkonsumsi 
minuman beralkohol di tempat umum, pada tahun 2013 terdapat 17 
laporan atas kasus peredaran minuman beralkohol dan 14 laporan atas 
kasus warga yang mengkonsumsi minuman berakohol di tempat umum 
dan pada tahun 2014 untuk sementara data pelaporan yang masuk 
berjumlah 19 laporan atas kasus peredaran minuman beralkohol dan 12 
laporan untuk kasus warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol di 
tempat umum. Di perkirakan pada tahun 2014 jumlah laporan yang masuk 
masih akan bertambah. 
Untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan grafik terkait dengan 
laporan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. 
Grafik 4.1 
Laporan Peredaran Dan Konsumsi Minuman Beralkohol 
 
Sumber : Bagian Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 2014. 
 
Dari grafik yang disajikan diatas terlihat jelas bahwa jumlah pelapor 
dan konsumsi minuman keras yang masuk ke penyidik pegawai negeri 
sipil(  PPNS ) satuan polisi pamong praja semakin meningkat.Peningkatan 
ini terjadi khususnya pada acara-acara tertentu seperti pada acara tahun 
baru,acara pernikahan,pesta rakyat dan juga acara ritual masyarakat 
setempat. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Gunawan selaku staf di PPNS  
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yang berlangsung di ruang peneyidikan pegawai negeri sipil satuan polisi 
pamong praja. 
“…Menjelang perayaan dan hari-hari tertentu,seperti memasuki 
tahun baru,menjelang bulan suci ramadhan ,peningkatan pelaporan 
terkait dengan peredaran minuman berkohol semakin meningkat, 
hal ini karena masyarakat yang mulai diresahkan dengan kelakuan 
dan keberadaan minuman beralkohol tersebut…” 
Pelaporan yang terjadi karena adanya keresahan yang terjadi dari 
msayarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang 
dilakukan masyarakat dalam pengawasan penanganan dan penertiban 
minuman beralkohol, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh Nurmiati salah satu warga Kecamatan Watang Sawitto: 
“…Masalah pelaporan, kami sebagai warga juga melaporkan 
tentang adanya kios yang menjual minuman beralkohol di 
Kabupaten Pinrang khusunya di kios awaluddin yang berada di 
jalan jendral sudirman…“ 
Penulis juga melakukan wawancara kepada Kahar salah satu 
warga Kecamatan Watang Sawitto yang juga pernah melakukan 
pelaporan secara langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal 
ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
“…Kios yang berada tidak jauh dari rumah saya awalnya hanya 
menjual dagangan layaknya kios pada umumnya namun tidak lama 
kemudian kios tersebut hampir tiap malam didatangi oleh beberapa 
remaja laki-laki dan beberapa orang juga secara terang-terangan 
mengkonsumsi miras hampir tiap malam di kios tersebut, kami 
sebagai warga yang berada disekitar kios tersebut tentunya merasa 
terganggu dan mulai ketakutan jika ada keributan yang terjadi maka 
beberapa warga sekitar meminta kepada saya agar melaporkan hal 
tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah satpol 
pp…” 
Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Ramli 
warga Kecamatan Paleteang yang juga pernah melakukan laporan atas 
warga yang memproduksi minuman beralkohol membuktikan bahwa 
beberapa masyarakat turut membantu menentramkan masyarakat, dari 
hasil wawancara beliau mengatakan: 
“…Saya pernah melaporkan kasus pengkonsumsian minuman 
keras yang terjadi di paleteang, waktu itu beberapa warga sering 
berkumpul di salah satu rumah milik warga baik itu pada siang hari 
maupun pada malam hari, hingga akhirnya sering terjadi 
perkelahian antar warga paleteang hanya karena kesalahpahaman 
yang juga diakibatkan pengaruh minuman keras, maka dari itu saya 
mengambil inisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor 
polisi dan juga kepada satpol pp agar masyarakat sadar dan 
mendapat kejerahan dari perbuatan yang mereka lakukan…”  
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat terlihat bahwa  
hal ini sesuai dengan amanah dari peraturan daerah yang mengupayakan 
keterlibatan secara aktif masyarakat dalam hal penanganan penertiban 
penjualan minuman beralkohol dan sebagai upaya dalam membantu 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagai aparat penegaka Perda. 
Adapun hal yang harus diperhatikan Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam menerima pelaporan adalah prinsip-prinsip: 
a. Lengkap artinya data dan fakta yang ada dalam laporan 
harus lengkap 
b. Jelas Sebuah laporan disebut jelas bila uraian dalam laporan 
tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh 
pembaca yang berbeda. Ini dapat dicapai bila bahasa yang 
digunakan benar dan komunikatif 
c. Benar / akurat,Data dan fakta yang salah dapat menuntun 
pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi 
kebenaran dan keakuratan isi laporan sangat diperlukan. 
d. Sistematis Laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa, 
dengan system pengkodean yang teratur, sehingga mudah 
dibaca dan diikuti oleh pembaca. Laporan yang sistematis 
juga menunjang unsur kejelasan yang sudah diciptakan oleh 
unsur – unsur bahasa. 
e. Objektif yaitu laporan tidak boleh memasukkan selera pribadi 
ke dalam laporannya. Pelapor harus bersikap netral dan 
memakai ukuran umum dalam minilai sesuatu. 
f. Tepat waktu Ketepatan waktu mutlak diperlukan, karena 
keterlambatan laporan bisa mengakibatkan keterlambatan 
pengambilan keputusan. 
Terkait dengan laporan yang masuk, peran Satuan Polisi Pamong 
Praja selaku satuan penegak perda sebagaimana yang diatur dalam tugas 
dan tanggung jawab no 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja 
lembaga teknis daerah kabupaten pinrang  yang menyebutkan bahwa 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda berhak melakukan 
pelaksanaan kegiatan pengendalian ketenraman dan ketertiban umum 
serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan 
bupati ( pasal 127 ayat 2 ).  
 Setelah diketahui adanya laporan pelnggaran Peraturan Daerah 
selanjutnya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah: 
a. Penyelidikan 
1. Pada prinsipnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 
berdasarkan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan 
untuk melakukan penyelidikan. 
2. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)  dalam rangka 
penyelidikan pelanggaran Perda dapat menggunakan 
kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk 
menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda) 
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan 
penyelidikan dapat pula meminta bantuan penyidik POLRI. 
 
b. Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum) 
1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu 
peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan 
Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang 
sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar 
hukumnya dalam wilayah kerjanya. 
Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui 
dari: 
 Laporan yang dapat diberikan oleh: 
o Setiap orang 
o Petugas 
 Tertangkap tangan baik oleh masyarakat 
maupun petugas 
 Diketahui langsung oleh PPNS 
2. Dalam hal terjadi pelangaran Peraturan Daerah baik melalui 
laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh 
PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang 
ditandatangani oleh pelaporan dan PPNS yang 
bersangkutan. 
3. Dalam hal tertangkap tangan. 
a. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara. 
b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai 
kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang 
yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong 
Praja dan PPNS yang bersangkutan.  
c. Segera melakukan proses penyidikan dengan 
koordinasi dengan instansi terkait dengan bidang, 
bentuk pelanggaran Perda. 
Dalam hal penyelidikan penulis melakukan wawancara kepada 
bapak Lukman selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil, beliau 
mengatakan: 
“…Pada saat ada laporan yang masuk dari warga dan setelah 
dicatat laporan pengaduannya maka kami Satpol pp membentuk 
tim untuk melakukan penyelidikan untuk membuktikan laporan dari 
warga tersebut, namun jika ada warga yang terdapat atau 
tertangkap tangan oleh satpol pp maka satpol pp berhak 
melakukan penindakan berupa penangkapan di tempat kejadian 
tapi tentunya harus melalui bantuan dan spengetahuan polisi 
setempat…”  
Dari hasil wawancara menunjukan bahwa proses penyelidikan yang 
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya hanya bisa dilakukan setelah mendapat laporan dari 
masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut hal ini juga diperkuat dengan 
pasal 129 nomor 2 point (J) yang berbunyi Satuan Polisi Pamong Paraja 
menyusun prosedur pedoman, penyidik atau penyelidikan pelanggaran 
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. 
Dengan merujuk pada peraturan daerah tersebut Satuan Polisi 
Pamong Praja harus dengan cepat menindak lanjuti hasil penyelidikan 
dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik toko atau kios yang 
diduga melaukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No 9 Tahun 
2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban, penjualan dan 
mengkonsumsi minuman beralkohol di kabupaten pinrang. 
 
2. Pemeriksaan 
 Proses pemeriksaan merupakan bentuk tindak lanjutan dari upaya 
penyelidikan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja selaku 
aparat penegak perda terkait dengan penegakan perda tentang 
penyebaran minuman beralkohol. Adapun proses pemeriksaan yang 
dimaksud disini sesuai dengan Perda No 18 Tahun 2008  tentang tugas 
dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah proses tindak lanjut 
dalam menggali informasi dari beberapa orang yang dianggap mengetahui 
atau memilki informasi terhadap kasus yang ditangani dalam hal ini kasus 
pelarangan dan penyebar luasan penjualan minuman beralkohol di 
Kabupaten Pinrang. Yang menjadi objek pemeriksaan lebih difokuskan ke 
pemilik kios dan juga masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut dari proses 
penyelidikan yang telah berlangsung. 
 Dalam melakukan pemeriksaan, Satuan Polisi Pamong Praja tetap 
mengacu kepada peraturan daerah terkait dengan tugas dan fungsnya 
sebagai penegak perda dalam hal ini penegakan Perda no 9 tahun 2002 
tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan 
dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Kabupaten Pinrang, hanya 
saja dalam penelitian ditemukan ketimpangan antara kewenangan dan 
tanggung jawab yang harus dilakukan dengan yang sebenarnya terjadi 
dilapangan, dimana dalam penelitian ditemukan bahwa terkait dengan 
pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlalu menjalankan 
perannya sebagai penegak Perda, hal ini dikarenakan oleh adanya 
keterbatasan dari segi pengetahuan dan ketidakseriusan dalam 
menangani masalah ini,  sehingga dalalm prakteknya pemeriksaan sering 
kali terjadi acuh tak acuh dan terkesan dikesampingkan padahal jika 
merujuk kepada peraturan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi 
satuan pamong praja, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan 
fungsi sebagai satuan yang memilki hak dan kewengan untuk melakukan 
pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang telah 
dilakukan. 
 Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dikemukakan 
oleh Bapak Pendi salah satu warga Kecamatan Paleteang, beliau 
mengatakan bahwa: 
“…Dalam hal pemeriksaan Satpol PP tidak pernah melakukan 
secara langsung, hanya berdasarkan laporan dari warga maka 
Satpol PP langsung melakukan pemanggilan bahkan terkadang 
langsung melakukan penyitaan pada barang bukti yang terdapat…“ 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Anto 
pemilik Kios yang menjual minuman beralkohol yang berada di Kelurahan 
Lalle Lama, beliau mengatakan: 
“…Pernah suatu hari saya mendapat panggilan dari satpol pp tanpa 
ada pemberitahuan sebelumnya, entah siapa yang melaporkan 
tiba-tiba beberapa satpol pp datang memberi surat pemanggilan 
dan beberapa dari mereka menyita minuman keras yang jumlahnya 
hanya sedikit…”  
Jafaruddin warga Kelurahan Lalle Baru mengatakan: 
“…Setelah melakukan laporan atas penjualan minuman beralkohol 
di beberapa kios, hanya berselang beberapa hari satpol pp menyita 
beberapa barang bukti yang terdapat di kios tersebut…” 
 Dari informasi ini, semakin memperkuat adanya indikator dari 
penyelewengan dari tugas dan fungsi satuan pamong praja terkait dengan 
pemeriksiaan yang dilakukan hanya saja disatu sisi tugas dan tanggung 
jawab yang lain dalam arti kata selain dari pemeriksaan bisa berjalan 
dengan baik dalam hal ini dua tahap sebelumnya yaitu tahap penerimaan 
laporan dan penyelidikan. 
3. Pemanggilan 
 Setelah menerima laporan, mencari kebenaran, mengumpulkan 
dan meneliti keterangan atau melakukan penyelidikan serta melakukan 
pemeriksaan tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja yaitu melakukan pemanggilan terhadap warga atau pemilik 
kios dan warung yang terbukti memproduksi atau mengkonsumsi 
minuman beralkohol. 
 Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP 
sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar pemanggilan tersangka dan 
saksi harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-
undang yang menjadi dasar hukuman masing-masing, hal ini sesuai 
dengan Perda No 9 Tahun 2002 pada pasal 22 poin ( i ). Dalam hal ini 
yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja maka 
penandatanganan surat pemanggilan juga dilakukan oleh pimpinan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Surat panggilan yang telah diberi 
nomor sesuai ketentuan registrasi instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) yang bersangkutan harus sudah diterima oleh yang dipanggil atau 
tersangka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang 
ditentukan dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar yang bersangkutan dengan kewajiban 
dapat memenuhi panggilan tersebut. Namun jika panggilan tiidak dipenuhi 
tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan maka 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat meminta bantuan kepada 
Penyidik POLRI untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan 
penangkapan dilakukan penyidik POLRI maka dengan segera melakukan 
pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka memenuhi panggilan 
tersebut. selanjutnya penyidikan tugas dan kewenangan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) segera dilakukan 
 Ha ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis 
kepada Bapak Lukman selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
beliau mengatakan: 
“…Pemilik kios atau pemilik warung yang telah dilaporkan oleh 
warga dan terbukti mengedarkan atau memproduksi minuman 
beralkohol mendapatkan tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja 
dengan memanggil pemilik kios atau pemilik warung untuk didengar 
keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka, jika sudah 2 (dua) 
kali panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas maka PPNS 
meminta bantuan kepada POLRI untuk melakukan penangkapan…” 
Kasus pemanggilan yang terdapat dari 3 (tiga) tahun terakhir 
menunjukkan bahwa benar adanya penjualan minuman beralkohol yang 
beredar di beberapa kios di Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2012 
terdapat 3 (tiga) pemilik kios yang mendapat panggilan dari Satuan Polisi 
Pamong Praja, pada tahun 2013 jumlah pemilik kios yang mendapat 
panggilan berjumlah 5 (lima) dan Pada tahun 2014 juga terdapat 5 (lima) 
pemilik kios yang mendapat panggilan dari Satuan Polisi Pamong Praja. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak 
Lukman selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pemanggilan 
pemilik kios beliau mengatakan: 
“…Seingat saya ada beberapa orang pemilik kios yang mendapat 
panggilan untuk didengarkan keterangannya bebrapa tahun 
terakhir, diantaranya adalah Bapak Sadri,  Bapak Awaluddin dan 
Bapak Ramli. Mereka dilaporkan oleh warga karena menjual 
minuman beralkohol, setelah kami melakukan penyelidikan dan 
terbukti atas pelanggarannya maka kami melakukan pemanggilan 
kepada mereka. Sampai saat ini belum terdapat pemilik kios yang 
tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 (dua) kali atau penangkapan 
langsung oleh POLRI…” 
 Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam hal proses 
pemanggian pemilik kios yang mengedarkan minuman beralkohol berjalan 
dengan baik sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja terkait 
Perda No 9 Tahun 2002. 
 
4. Penanggkapan 
 Setelah melalui proses pemanggilan dan terdapat tersangka yang 
melakukan pelanggaran terhadap Perda maka dilakukan penangkapan 
namun pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki 
kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap 
tangan. Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Perda dan 
bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi 
dalam tingkat wilayah kerja kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, 
maka kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dan yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan.  
Dalam hal penangkapan terhadap tersangka yang terbukti terdapat 
mengedarkan, memproduksi dan mengkonsumsi minuman beralkohol 
maka Satuan Polisi Pamong Praja  dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik POLRI 
dengan mengirimkan surat permintaan bantuan penangkapan yang 
ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat. 
 Hal ini juga sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 
Bapak Lukman selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) : 
“…Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan dalam 
hal penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan namun tidak 
semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung 
bertindak tanpa sepengetahuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dan jika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi miras 
dalam hal ini operasi penegakan Perda No 9 tahun 2002 tentang 
pelanggaran pengedaran dan mengkonsumsi miras, maka Satuan 
Polisi Pamong Praja mengirimkan surat permintaan bantuan 
penangkapan kepada Kepala Kesatuan Polri…” 
Dalam kasus penangkapan terhadap warga yang melakukan 
peanggaran Perda terkait penjualan minuman beralkohol di Kabupaten 
Pinrang belum ada warga yang memproduksi ataupun yang menjual 
minuman beralkohol tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja ataupun 
dari pihak kepolisian, hal ini dikarenakan adanya suatu kesalahan yang 
terdapat pada ketentuan pidana pada Perda No 9 Tahun 2002 pada pasal 
21 ayat 1 (satu) menyebutkan: 
“Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, 
pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan 
pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-
lamanya 6 (Enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)” 
Dari pasal tersebut terdapat ancaman pidana kurungan selama 6 
(Enam) bulan yang sudah termasuk tindak pidana umum padahal kasus 
penjualan minuman beralkohol termasuk dalam tindak pidana ringan dan 
jika kasus tersebut diserahkan kepada jaksa maka akan ditolak karena 
belum termasuk dalam tindak pidana umum. 
Hal ini sesuai hasil wawancara penulis kepada Bapak Muhaddir 
Muddin selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatakan: 
“…Sampai saat ini belum pernah ada warga yang sebagai penjual 
miras dipidanakan atau sampai kepada pengadilan karena jika 
dilimpahkan kepada jaksa untuk mengdaili tersangka di pengadilan 
maka jaksa akan menolak untuk melakukan pidana kepada 
tersangka karena pelanggaran atas minuman keras hanya tindak 
pidana ringan karena belum termasuk tindak pidana umum yang 
tindak pidana kurungannya 6 (Enam) bulan tapi dalam perda tertulis 
pidana kurungan 6 (Enam) bulan…” 
Pada proses penangkapan ini setelah ada yang terbukti melakukan 
pelanggaran atas Perda No 9 Tahun 2002 dalam hal ini penjualan atau 
mengkonsumsi minuman beralkohol maka tersangka hanya dapat 
diberikan pengarahan dan pemahaman tentang ancaman pidana serta 
sanksi berupa denda dan barang bukti yang terdapat di lokasi tersebut 
disita dan dimusnahkan. 
Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Muhadir Muddin selaku Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja: 
“…Jika ada warga yang telah dilaporkan dan setelah kami 
melakukan pemantauan dan memang terbukti maka kami 
melakukan pemanggilan kepada pemilik kios atau yang menjual 
miras untuk didengarkan kesaksiannya setelah itu kami tetap 
melakukan pemantauan jika pemilik kios atau yang menjual miras 
tersebut masih melakukan pelanggaran maka kami melakukan 
penangkapan, tentunya dengan bantuan polisi namun kami hanya 
membawa tersangka ke kantor untuk diberikan pengarahan dan 
pemahaman serta memberi sanksi berupa denda sesuai yang ada 
pada Perda, sebagai efek jerah kepada tersangka maka kami 
melakukan penyitaan barang bukti yang terdapat dan langsung 
dimusnahkan di kantor Satuan Polisi Pamon Praja…” 
 Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong 
Praja dalam hal penangkapan tersangka penjualan minuman beralkohol 
tidak dapat menjalankan perannya sebagai penegak Perda, hal ini 
dikarenakan dalam hal penangkapan Satuan Polisi Pamong Praja tidak 
mempunyai kewenangan kecuali tertangkap tangan dan hal itu juga harus 
ada bantuan dari pihak kepolisian dan juga ketidaksesuaian antara tindak 
pidana ancaman kurungan yang ada pada Perda menjadikan Satuan 
Polisi Pamong Praja tidak dapat berbuat apa-apa pada tahapan 
penangkapan meskipun dalam proses penyelesaian dan penegakan 
Perda terdapat tahapan penangkapan. 
5. Penyitaan 
Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi 
dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) dan tata cara diatur dalam KUHAP.  
1. Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh 
PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat dengan tembusan kepada penyidik POLRI. 
2. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penyidik POLRI untuk 
melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan 
kepada Penyidik POLRI. 
3. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut: 
a. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang 
Penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah 
penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong 
Praja selaku penyidik. 
b. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan 
penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Penyitaan 
dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS 
dengan diketahui oleh atasannya. 
4. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS 
memberikan tanda penerimaan benda sebagai barang bukti atau 
dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. 
Setelah terbukti adanya tersangka dan setelah mendapatkan 
pengarahan dan denda atas pelanggaran Perda sebagai efek jerah 
kepada tersangka yang melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini 
tersangka penjual dan pengkonsumsi minuman beralkohol maka Satuan 
Polisi Pamong Praja melakukan penyitaan barang bukti terhadap 
tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran atas Perda No 9 Tahun 
2002. 
Dari data yang didapatkan oleh penulis terkait penyitaan barang 
bukti berupa minuman beralkohol di Kabupaten Pinrang, terdapat 
beberapa kios atau café yang terjaring dalam operasi gabungan yang 
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah Café 
Anwar, Café Bakhtiar, Café Narti yang berada di Kecamatan Paleteang, 
Café Rasman, Café Bambu dan Café Sangkala yang berada di 
Kecamatan Watang Sawitto dan beberapa Kios yang terdapat dalam kota 
antara lain Kios awaluddin, Kios La Mammang, Kios Papua, Toko Aisyah, 
dan Toko Sadri. 
Namun dalam hal operasi atau razia penyitaan barang bukti yang 
dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdapat beberapa Café 
ataupun Kios terelebih dahulu telah mengamankan minuman beralkohol 
yang ada di kios ataupun café mereka, hal ini karena adanya bocoran 
informasi terkait operasi atau razia yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja. 
Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Lukman selaku Kepala 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil: 
“…Satpol pp rutin melakukan operasi gabungan yang bersifat 
rahasia yang dibantu oleh anggota POLRI demi menjaga 
ketentraman masyarakat, namun dalam hal pemeriksaan kios atau 
café seringkali kami tidak menemukan barang bukti di kios ataupun 
café yang terjaring dalam razia, hal ini karena bocornya informasi 
kepada pemilik café atau kios, bocornya informasi mungkin karena 
salah satu anggota satpol pp atau anggota kepolisian terlebih 
dahulu menghubungi pemilik kios tersebut, sampai saat ini kami 
juga tidak bisa menemukan dan mengetahui siapa yang 
membocorkan informasi yang bersifat rahasia ini…” 
 Dari hasil wawancara yang dikatakan oleh Kepala Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa dalam hal penyitaan barang 
bukti masih sering terdapat kios atau café yang terhindar dari operasi atau 
razia yang membuat para tersangka masih belum mendapatkan efek jerah 
dari pelanggaran yang mereka lakukan dan hal ini membuat para 
tersangka masih melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini memroduksi 
ataupun menjual minuman beralkohol di Kabuaten Pinrang. 
6. Penyelesaian/Penyegelan 
Dalam tahap penyelesaian Satuan Polisi Pamong Praja melakukan 
penyegelan terhadap Kios atau Café yang telah terbukti mengedarkan dan 
memproduksi minuman beralkohol. Dari tahapan penyegelan dimulai dari 
pelaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani 
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kemudian menandatangani surat 
pengantar berkas perkara. 
Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan 
sebagai berikut: 
1. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang 
penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar 
berkas perkara dilakukan oleh atasan aggota Polisi Pamong 
Praja selaku penyidik. 
2. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik 
(PPNS) 
Bagi pelaku tindak pidana Praturan Daerah (Trantibum) PPNS 
melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap 
pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan 
ketertiban umum yang dilanggar. Kemudian PPNS membuat Berita Acara 
Surat Pernyataan berupa surat perjanjian, dalam surat perjanjian tersebut 
memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian 
seperti, obyek tindak pidana, kemudian dan lamanya perjanjian kemudian 
memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji. Setelah habis 
masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi 
janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran 1 (pertama) dengan 
tuntutan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk 
pelanggaran Perda (Trantibun). Apabila teguran 1 (pertama) tidak 
dilaksanakan dalam  jangka waktu 7 x 24 jam maka dapat disusul dengan 
teguran 2 (dua) dengan tepat memberikan tembusan kepada instansi 
terkait. 
Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan serta langkah-langkah penyelesaian yang 
ditempuh sebelumnya maka dapat dilakukan tindakan sesuai dengan 
bidang dan bentuk Perda  yang dilangggar. Dengan jalan memberikan 
saran maka diperoleh kesimpulan Kepala Daerah dapat memberikan 
pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda diantaranya 
penyegelan yang diserahkan secara administrasi kepada instansi terkait 
sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilanggar dan secara teknis 
operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan  
instansi terkait lainnya di dalam hal pelaksanaan  penyegelan. 
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja 
Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten PInrang 
Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang 
dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka 
membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban 
masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari 
pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. 
Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam  
suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang 
diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yang menjadi kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun 
faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda. 
Faktor-faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang 
berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di 
Kabupaten Pinrang. 
Faktor-faktor dalam pelaksanaan penegakan Perda khususnya 
pada kasus penertiban peredaran minuman beralkohol di kabupaten 
Pinrang terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, menurut 
analisis penulis dapat dilhat sebagai berikut: 
4.3.1 Faktor Pendukung 
 
a. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja    
dalam melayani masyarakat 
Manusia pada dasarnya merupakan aspek penentu 
dalam meraih sasaran apapun bentuk dan macamnya. 
Dikatakan demikian, karena aspek-aspek organissis lain 
seperti uang (dana), peralatan, waktu dan prosedur kerja 
merupakan aspek-aspek yang sifatnya statis, sehingga 
dapat tergantung pada manusia yang menggunakannya. 
Jika manusia dalam hal ini adalah aparat Satuan Polisi 
Pamong Praja sebagai individu atau sumber daya manusia 
yang menggunakannya kurang memiliki kemampuan yang 
memadai  maka manfaat yang diiperoleh dalam suatu 
organisasi seharusnya orang yang memiliki potensi terhadap 
tugas yang akan diserhkan kepadanya.  
Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang 
dimaksud penulis adalah pemahaman secara sistematis 
menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas 
tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus 
ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat 
khususnya dalam memberantas peredaran minuman 
beralkohol di Kabupaten Pinrang. Kemampuan aparat 
merupakan tuntutan bagi terwujudnya pelayanan yang 
memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak 
perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari 
sejauh mungkin. 
Disamping itu, aparat yang cakap memiliki 
kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan 
inovási-inovasi yang dapat membantunya meningkatkan 
kemampuan pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat 
meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan.  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan 
aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya 
kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan 
tersebut, kreativitas aparat berkembangan secara alamiah 
dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugasnya.  
Dari sini dapat dilihat dalam melayani  dan mengurus 
ketentraman masyarakat, faktor kemampuan aparat dalam 
memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor 
pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Di 
kabupaten Pinrang. 
b. Tingkat Pendidikan 
Dalam melakukan penegakan ketentraman dan 
ketertiban di kabupaten Pinrang dibutuhkan kecakapan dan  
tingkat kemampuan  yang relisits dan rasional. Hal ini 
dibutuhkan dalam penanganan sengketa atau kasus yang 
berkaitan dengan penegakan perda untuk itu salah satu yang 
menjadi hal pokok yang harus diperhatikan dalam upaya 
penegakan perda di kabupaten Pinrang adalah tingkat 
pendidikan.  
Sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan 
perda dikabupaten Pinrang, kualitas atau tingkat pendidikan 
menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam 
pelaksanaan perda dilapangan karena aparatur yang secara 
langsung akan terlibat dengan masyarakat. Penanganan 
kasus dan sengketa yang terjadi dilapanagn terkait dengan 
pelanggaran perda kabupaten Pinrang akan sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam hal negosiasi 
ataupun proses lainnya sehingga tingkat pendidikan menjadi 
hal utama dalam pelaksanaan penegakan Perda.  
Luasnya peranan dan fungsi setiap aparatur dalam 
melakukan upaya penegakan perda harus benar-benar 
dipahami oleh tiap individunya sehingga aparatur penegak 
perda akan terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas 
penegakan perda secara sungguh-sungguh dan terfokus. 
Segenap aparatur penegak perda diharapkan senantiasa 
berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan 
wawasannya seiring dengan perkembangan yang senantiasa 
dinamis. 
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka aparat 
Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Kabupaten Pinrang 
dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih 
tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya. 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang 
memiliki 368 anggota yang terdiri dari 223 tenaga honorer 
dan 145 yang berstatus PNS dengan tingkat pendidikan 
yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan aparatur Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
 
 
 Tabel 4.12 
Keadaan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang 
Menurut Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase 
Sarjana (S1) 214 49,1 
SLTA 81 37,7 
SMP 72 13,2 
Jumlah 386 100 
Sumber: Diolah dari data primer, tahun 2014 
Dari tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan terakhir aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pinrang cukup baik dimana yang berpendidikan 
terakhir sebagai Sarjana (S1) mencapai 49,1% atau 
sebanyak 214 orang. Sedangkan aparat yang 
menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SLTA sebanyak 
81 orang (37,7%). Sedangkan jumlah aparat dengan 
pendidikan SMP sebanyak 72 orang (13,20%). Melihat dari 
tingkat pendidikan terakhir aparatur Satuan Polisi Pamong 
Praja yang sebagian besar (86,8%) minimal lulusan Sarjana 
(S1) dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pinrang akan mampu melaksanakan penegakan 
perda dengan baik. 
C. Peran pemerintahan /regulasi  
Keberadaan pemerintah sebagai pembuat  regulasi 
dan juga pengambil kebijakan menjadi salah satu faktor yang 
sangat menunjang satuan polisi dalam penegakan perda 
kabupaten Pinrang.Regulasi digunakan sebagai paying 
hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan 
menjadi bingkai pamong praja dalam bertindak dan 
penanganan perda,sehingga sebagai produk dari regulasi 
tersebut kebijakan pemerintah bersifat mengikat yang karena 
status ini menjadi tindakan pemerintah yang bersifat formatif 
dalam pelaksanaan tugas tersebut. 
Satuan polisis pamong praja sebagai salah satu 
element yang berada dalam lingkup pemerintah kabupaten 
Pinrang sudah tentu harus tunduk dan patuh terhadap setiap 
regulasi dan kebijakan pemerintah, adapun kepatutan 
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat akan 
menimbulkan tindakan hukum yang bersifat administratif 
akibat dari produk kebijakan dari setiap regulasi. 
Untuk itu, pemerintah atau kebijakan digunakan 
sebagai paying hukum dalam setiap tindakan yang akan 
dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sebagai sebab 
akibat dari setiap tindakan sebelum dan setelah melakukan 
penanganan dan penegakan perda dikabupaten Pinrang. 
Dalam penelitian ini, beberapa regulasi yang 
digunakan dilapangan dalam hal penanganan dan 
penegakan perda kabupaten Pinrang adalah sebagai 
berikut: 
1. Peraturan Daerah Kab. Pinrang Nomor : 18 Tahun 
2008 Tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kab. Pinrang. 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 
Pasal 2 
“Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi 
Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk 
meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat 
terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah 
dan keputusan kepala daerah serta 
menyelenggarakan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat”.  
Pasal 3 
“SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan 
keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja 
dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala 
daerah dan keputusan kepala daerah serta 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat”. 
Pasal 12 
“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 
Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong 
Praja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan 
kewenangannya sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.” 
Pasal 123 
Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 
122 Peraturan Bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai Fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi 
Pamong Praja; 
b. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintah 
daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja; 
c. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman 
dan Ketertiban sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi 
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan 
dan peralatan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa aparat satuan 
pamong praja sebagai tertib hukum akan menimbulkan 
tindakan pemerintahan yang bersifat mengikat dan 
mengatur, hal ini memberikan penjalasan bahwa setiap 
tindakan apapun yang dilakukan satuan polisi pamong praja 
akan menimbulkan tindakan hukum, sehingga dalam 
penegakan perda di Kabupaten Pinrang hal yang akan 
menunjang pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah 
pemerintah sebagai pembuat regulasi tersebut. 
4.3.1.2 Faktor Penghambat 
a. Fasilitas Atau Peralatan 
Satuan polisi pamong praja daerah kabupaten 
Pinrang sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya di 
tunjang dengan sarana dan prasana dalam pelaksaan tugas 
dalam hal ini penegakan perda kabupaten Pinrang.Sarana 
dan prasana merupakan salah satu faktor yang akan 
menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda 
Kabupaten Pinrang. Sarana dan prasarana yang dimaksud 
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang 
nantinya akan menunjang pelaksanaaan tugas satuan polisi 
pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai 
aparatur penegak perda, adapun sarana dan prasarana yang 
dimaksud dalam lingkup kabupaten Pinrang adalah sebagai 
berikut : 
Perlengkapan dan Peralata Satuan Polisi Pamong 
Praja: 
a. Surat Perintah Tugas. 
b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan. 
c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil 
penerangan) yang dilengkap dengan pengeras suara 
dan lampu sirine. 
d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan 
dan penertiban terhadap anggota anggota 
masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang 
lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat. 
e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
(P3K). 
f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan 
pentungan. 
g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung 
kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, 
seperti : 
1) 3 unit kendaraan operasional; 
2) 1 unit kendaraan dinas Kepala Satuan; 
3) 1 unit kendaraan patrol wilayah; 
4) 1 unit mobil dalmas; 
5) 45 buah pakaian anti huru hara; 
6) 1  buah senjata gas air mata; 
7) 40 buah handy talky; dan 
8) 1 central komunikasi. 
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh  Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat 
dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari 
jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 3 unit 
,hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi 
pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
penegak perda kabupaten Pinrang. Dalam pelaksanaa 
tugas,satuan polisi pamong praja akan sangat perlu 
ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasana sehingga 
dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja 
dalam penegakan perda di pengaruhi oleh faktor sarana dan 
prasarana diatas. 
b. Tindak Pidana 
Dalam penegakan Perda tentu tidak terlepas dari 
tindak pidana terhadap tersangka yang terbukti melakukan 
pelanggaran namun dalam penegakan Perda No 9 Tahun 
2002 terdapat ketidaksesuaian antara tindak pidana yang 
terdapat pada Perda dengan tindak pidana yang diterima 
oleh jaksa di pengadilan. 
Di dalam Perda No 9 Tahun 2002 pada pasal 21 ayat 
1 (satu) menyebutkan: 
“Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, 
pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, 
pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan 
Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 
6 (Enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)” 
Ketidaksesuaian tindak pidana yang terdapat pada 
Perda dikarenakan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan 
tersebut sudah termasuk tindak pidana umum dan kasus 
pengedaran minuman beralkohol masih dalam tindak pidana 
ringan yang kasusnya hanya dipidanakan selama 3 (Tiga) 
bulan, hal ini yang membuat jaksa menolak mengatasi atau 
mempidanakan tersangka yang menjual atau memproduksi 
ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena 
ketidaksesuaian antara tindak pidana dengan Perda yang 
berlaku. 
Melihat dari ketidakseuaian Perda diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa agar dalam pelaksanaan penegakan 
Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan 
perubahan Perda terkhusus pada pasal 21 yang 
menjelaskan tentang tindak pidana. 
C. Pemberian Hukuman/Efek Jerah 
Dalam pemberian hukuman kepada warga yang 
melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini adalah 
tersangka penjual minuman beralkohol menjadi faktor yang 
berpengaruh dalam penegkan Perda, hal ini dikarenakan 
belum bisa membuat tersangka jerah atas apa yang telah 
diperbuat. 
Dalam pemberian hukuman tersangka hanya 
memberi denda, menyita dan memusnahkan barang bukti 
berupa minuman beralkohol yang terdapat dilokasi penjualan 
Kios ataupun Café. Hal tersebut tidak memberi efek jerah 
kepada tersangka karena jika hanya memberi denda maka 
dengan keuntungan yang diperoleh dapat dengan mudah 
untuk membayar denda dan jika hanya menyita dan 
memusnahkan maka dengan mudah tersangka dapat 
membeli kembali minuman beralkohol dan kembali 
mengeluarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah 
disembunyikan. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat memberantas para 
penjual minuman beralkohol jika hanya memberi hukuman 
berupa menyita dan memusnahkan barang bukti dan juga di 
dalam proses alur penyitaan seharusnya memberi hukuman 
yang membuat tersangka menjadi jerah atas kesalahan yang 
mereka lakukan agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat 
















KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penelitian 
dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda Di 
Kabupaten Pinrang 
 
 Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak 
lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang 
dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak 
perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja 
yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
 Perda No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan 
penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol 
di Kabupaten Pinrang menjadi objek penegakan Perda. Proses 
penegakan Perda No 9 tahun 2002 dalam lingkup Satuan Polisi Pamong 
Praja yang ditangani oleh seksi PPNS yang tetap berkoordinasi dan 
dibantu oleh POLRI dalam melalui alur mekanisme penyelesaian yang 
dilakukan dengan cara Penyelidikan atas laporan, Pemeriksaan 
Pemanggilan, Penagkapan, Penyitaan dan Penyelesaian. 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak 
Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan 
ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang 
senantiasa brinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat. 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja 
Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Pinrang 
 
Pada pelaksanaan penegakan Perda di Kabupaten Pinrang tidak 
terlepas pada faktor pendukung yaitu kemampuan aparat Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam melayani masyarakat, tingkat pendidikan, dan peran 
pemerintah/regulasi. Dan faktor penghambat yaitu faktor sarana dan 
prasarana yang masih kurang, tindak pidana yang tidak sesuai dan 
pemberian hukuman atau efek jerah.  
 
5.2 Saran 
Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap peranan Satuan 
Polisi Pamong Praja menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam  
penegakan Perda di Kabupaten Pinrang, maka disarankan kepada pihak 
pemerintah Kabupaten Pinrang  :  
1. Medorong lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang. 
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda seharusnya 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan alur tahapan-
tahapan mekanisme yang telah ditetapkan. 
3. Diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang agar Perda No 9 Tahun 
2002 di perbaharui agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik. 
4. Satuan Polisi Pamong Praja tetap harus melakukan pengawasan dan 
pengendalian dan wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan 
teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak 
melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan 
Bupati. 
5. Diharapkan agar tujuan utama dari penegakan Peraturan Daerah 
adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang tujuan 
akhirnya adalah menentramkan kehidupan masyarakat agar 
senantiasa dipegang teguh oleh aparat pemerintah khususnya Satuan 
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